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ABSTRACT 
Concept social justice expand along with growth of human being human 
right where in is in perpective of HAM, human being realize that insufficient only 
requiring freedom, however also have to make balance to with prosperity 
especially pasca formulation of international kovenan of economic rights, culture 
and social. 
This research aim to to know how far execution in ekosob with social justice 
principle in common society in Sub-province of Merauke. Research method the 
used is research method qualitative by using approach in the form of obtained data 
directly from population and sampel through interview, exhaustively. Technique 
analyse data the used is analytical descriptive, this meant to obtain;get good 
picture, clear and can give data of sedetail possible about accurate object. 
Result of this research indicate that ekosob with social justice principle in 
common society in Sub-province of Merauke not yet been executed better 
according to trust of UU No.14 year 1970 About Fundamental of judgement, The 
mentioned happened because caused many matter one of them because laymen 
still society to way of the solving of the problem of society and law not yet 
understood how mechanism of is way of denunciating in law dispute.  
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A. PENDAHULUAN 
Konsep keadilan sosial berkembang seiring dengan perkembangan Hak 
Azasi Manusia (HAM) terutama pasca perumusan Kovenan Internasional Hak-
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob). Di mana dalam perspektif HAM, 
manusia menyadari bahwa tidak cukup hanya membutuhkan kebebasan (freedom), 
akan tetapi juga harus diimbangi dengan kesejahteraan (welfare). Bahkan 
kemudian manusia tidak cukup hanya membutuhkan freedom dan welfare, akan 
tetapi juga membutuhkan kedamaian (peace) dan lingkungan hidup yang bersih 
serta berkelanjutan (sustainable & healthy environment). Untuk mencapai 
kebebasan dan kesejahteraan, manusia juga membutuhkan kedamaian dan 
lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta berkelanjutan. Dalam perspektif 
HAM, keadilan sosial tidak bisa dipisahkan dari kebebasan, kedamaian dan 
lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.  
Konsep keadilan banyak sekali dirumuskan oleh para scholar, khususnya 
pasca perkembangan demokrasi. Mill (1996-73) dan Bentham (2006), 
menegaskan bahwa kebahagiaan yang paling besar adalah kebahagiaan untuk 
sebagian besar masyarakat (the greatest happiness for the greatest number). John 
Stuart Mill dan Jeremi Bentham sering disebut dengan kaum unilitarianisme, 
menegaskan bahwa dua hal yang paling berdaulat adalah kebahagiaan  dan 
kesedihan. Manusia pasti ingin meraih kebahagiaan dan juga menghindari 
kesedihan. 
Kaum utilitarianisme melihat keadilan identik dengan the greatest happiness 
for the greates number. Sekilas konsep keadilan menurut kaum unilitarianisme 
dapat diterima, namun rupanya di dalam praktek sangat sulit diterapkan, 
bagaimanakah mengukur kuantifikasi baik kebahagiaan dan kesedihan tersebut, 
sepertinya konsep keadilan menurut kaum unilitarianisme lebih menegaskan apa 
yang telah terjadi di masa lalu (evaluating events), dan bukan merumuskan hal 
yang akan datang (prescribing events). 
Nampaknya kita memerlukan konsep keadilan sosial yang lebih bias 
dioperasionalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sini ada 
beberapa konsep keadilan sosial yang telah dirumuskan oleh John Rawls, Juergen 
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Habermas dan kaum Critical Legal Studies (CLS) yang mungkin relevan dengan 
dengan perkembangan sekarang. 
Kaum CLS melihat hukum dan proses hukum merupakan bagian dari 
politik, CLS juga menolak analisis konvensional hukum yang cenderung melihat 
hukum merupakan hal yang terpisahkan dari entitas politik. CLS melihat hukum 
dalam kaitannya dengan kekuasaan. Dalam merumuskan keadilan khususnya 
keadilan sosial, kaum CLS melihat hukum adalah produk politik, untuk itu dalam 
perumusan keadilan sosial (prosedural) harus masuk ke ranah politik karena di 
sanalah hukum itu dirumuskan. Substansi keadilan sosial versi masyarakat,  akan 
masuk menjadi ketentuan hukum ketika masyarakat tersebut sudah menguasai 
kekuasaan (power). Kaum CLS melihat memang substansi keadilan sosial ada di 
masyarakat, dan untuk menjadi hukum, maka haruslah masuk ke wilayah 
kekuasaan. Konsep ini bisa diterima, sejauh hukum itu merupakan produk politik.  
Keadilan sosial diartikan distribusi yang adil atas kesehatan, perumahan, 
kesejahteraan, pendidikan, dan sumber daya hukum di masyarakat, termasuk jika 
perlu adanya tindakan affermatif untuk distribusi sumber daya hukum tersebut 
terhadap disadvantages groups. Keadilan sosial lebih menekankan kepada 
kebutuhan-kebutuhan masyarakat (the needs of society), dibandingkan dengan 
keinginan masyarakat (wants of the society). Rawls (2006:303), memberikan 
penegasan disadvantages groups adalah the least well-off yaitu mereka yang 
secara sosial, politik, dan ekonomi tidak mampu. Kita bisa melakukan identifikasi 
terhadap the least well-off yaitu kelompok perempuan, anak-anak, difabel, 
masyarakat adat, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara sosial 
ekonomi, dan politik tidak mampu/termarjinalkan. Kelompok-kelompok inilah 
yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari negara, karena kondisi riil mereka 
yang memiliki keterbatasan/hambatan atas akses distribusi yang adil atas sumber 
daya ekonomi dan hukum. 
Di sisi lain Rawls (2003:11), mencoba menawarkan konsep prosedural 
perumusan keadilan. Untuk menentukan apa yang adil di dalam masyarakat, maka 
setiap orang harus berada di posisi awal (original position) yang sama, dan 
keadilan itu ditentukan dari ketika setiap orang dalam kondisi tabir Â 
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ketidaktahuan Ê (the veil of ignorance) di mana mereka tidak mengetahui status 
sosialnya di masyarakat, atau mereka tidak mengetahui tempatnya di masyarakat. 
Kondisi the veil of ignorance inilah yang mendorong setiap orang untuk 
merumuskan apa itu keadilan di masyarakat, dengan menekankan kepada prinsip 
netralitas/ketidakberpihakan. 
Ketika masyarakat merumuskan keadilan maka prosedurnya harus melalui 
hypothetical dan non-historical. Prinsip-prinsip keadilan yang dirumuskan dan 
diperoleh berdasarkan apa yang masyarakat setujui (hypothetical), dan bukan atas 
dasar masyarakat yang telah setujui sebelumnya (non-historical). Kesepakatan 
keadilan tersebut tidak menjadikannya sebagai permasalahan. ketidaksetaraan 
(Inequalities) hanya dapat terjadi jika benar-benar memberikan banyak 
keuntungan untuk kelompok-kelompok the least well-off. 
Negara Indonesia saat ini sedang dilanda berbagai masalah hukum, 
ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Bukan hanya ilmuwan berbagai perguruan 
tinggi saja yang gelisah menghada pi mult iproble m ini, bahkan sebagian aparatur 
pemerintahan baik yang berada di lembaga ekse kutif, le gislat if, yudikatif,  dan 
rakyat pun turut gelisah dengan keadaan tersebut.  
Sering diadakan diskusi, penelit ian, dan penelaahan mengenai masalah 
tersebut, dari sudut pandang  keilmua n  yang berbeda,  tetapi  t idak 
menghasilkan solusi apa pun. Setelah diselidiki secara seksama dalam 
perspektif global ternyata permasalahan itu tidak terjadi di Indonesia saja, 
bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat pun menghadapi masalah 
multidimensi yang ditandai dengan  adanya  tsunami  ekonomi  yang 
menghancurkan pondasi sistem moneter di negara itu tahun 2008 hingga saat ini 
(termasuk juga beberapa negara di Eropa).  
Fenomena ini, ada kesamaan dengan apa yang dinyatakan oleh Fritjof 
Capra yaitu di awal dua dasawarsa terakhir abad kedua puluh, akan ada krisis 
global yang serius, yaitu suatu krisis kompleks dan multidimensional yang segi-
seginya menyentuh setiap aspek kehidupan. Krisis ini merupakan krisis dalam 
dimensi-dimensi intelektual, moral, dan spiritual; suatu krisis yang belum pernah 
terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah umat manusia, Capra (2001:1). 
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Berbagai krisis multidimensi di berbagai negara, dari kacamata ilmu hukum, 
tentu ada suatu sistem yang salah, salah satunya masalah siste m hukum yang ada, 
yaitu tidak terimplementasikannya nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terdapat 
unsur moralitas dan ini berlaku secara universal. Misalnya terjadinya krisis di 
Amer ika Serikat, salah satunya terkait akibat dari tidak diterapkannya pelaksanaan 
nilai keadilan dan moralitas terhadap penyelesaian masalah di Timur Tengah 
dan beberapa negara Afrika (dana pemerintah habis hanya untuk berperang, 
bahkan konsep berperangnya pun jauh dari prinsip equity, humanity dan ethics). 
Begitu pun permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, sudah mencapai tit ik 
akhir. Hal ini ditandai dengan sudah tidak percayanya rakyat terhadap realisasi 
hukum positif di Indonesia, terutama dalam penegakan hukum positif itu sendiri. 
Khus us untuk Indonesia, pene gaka n hukum positif dapat berwibawa 
dihadapan rakyat dan kalangan internasional apabila keadilan dapat berfungsi dan 
selalu hidup di dalam raga hukum. Tanpa menegakkan keadilan dalam hukum, akan 
menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan siapa pun yang memegang 
kekuasaan atau kewenangan, yang nantinya berdampak buruk bagi tatanan sosial 
di masyarakat, sehingga muncul krisis sosial secara regional bahkan dapat 
berimplikasi secara internasional. Dalam peta pemikira n mengenai keadilan da n 
hukum, seyogyanya kita belajar dari para filsuf (mengambil yang baik dan 
meninggalkan yang buruk), dengan menelusuri sejarah perkembangannya yang 
dimulai dari zaman pera da ban Yuna ni, dilanjutkan zaman Roma wi, pada aba d 
pertenga han dan zaman modern yang dijuluki era informasi te knologi, hingga pada 
saat ini yang mulai muncul paham postmodern. 
Postmodern disini, merupakan kritik filosofis atas gambaran dunia (world 
view), epistemologi dan ideologi-ideologi modern Dala m me ma knai keadila n dan 
hukum atau hubungan keduanya, satu sama lain ada perbedaan pendekatan dan 
metodiknya serta karakteristiknya. Berangkat dari pemikiran-pemikiran para 
filsuf tersebut, akan diperoleh kesimpulan yang melandasi arti keadilan dan hukum 
itu sendiri, terlepas ada sisi positif dan negatifnya. 
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B. BAHAN DAN METODE 
1. Desain Penelitian 
Penelitian hukum ini dilaksanakan pada Kantor DPRD, Dinas Kebudayaan 
dan masyarakat umum di Kabupaten Merauke.  Tipe penelitian adalah penelitian 
deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan dengan melakukan pengkajian 
terhadap Undang Undang maupun Peraturan yang telah ada di Kabupaten 
Merauke, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang 
Ekosob Dengan Prinsip Hukum yang Berkeadilan Sosial Dalam Masyarakat 
Umum Di Kabupaten Merauke, yang ada kaitannya dan relevansi dalam topik 
masalah yang akan diteliti. Peneliti akan meneliti data primer  dalam bentuk  data 
yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai 
sampel untuk dilakukannya wawancara secara mendalam, observasi lapangan dan 
dokumentasi pelanggaran HAM yang telah terjadi di Kabupaten Merauke. 
 
2. Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah Kantor DPRD Kabupaten Merauke selaku 
penyuara aspirasi masyarakat, Dinas Kebudayaan Kabupaten Merauke selaku 
pihak dalam bidang budaya dan adat, stakeholder yang terbagi dalam e lemen-
elemen masyarakat seperti LSM, Ormas, Praktisi Hukum dan Para Akademisi dari 
sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan serta masyarakat umum sebagai objek 
utama dalam penelitian ini.  
 
3. Teknik Penentuan Informan 
Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah akan mencari 
keabsahan dalam temuan penelitian ini, peneliti juga akan menerapkan teknik 
perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan dengan bentuk observasi yang 
mendalam, pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian hasil 
dan pengecekan kredibilitas informan untuk menjamin validitas temuan.  
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4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data primer 
dan data sekunder, data primer yang diperoleh langsung dari para responden yang 
telah ditetapkan sebagai sampel dengan cara diwawancarai secara mendalam 
(Interview in depth), direkam dan dicatat. Sedangkan data sekunder, yaitu data 
yang diperoleh dengan cara penelusuran literatur yang terdiri dari ketentuan-
ketentuan mengenai Ekosob di Kabupaten Merauke dan penelusuran literatur yang 
terdiri dari ketentuan mengenai mekanisme adat dan budaya setempat. 
 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 
lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 
yang utuh. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh 
gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang 
objek yang diteliti. 
 
C. HASIL PENELITIAN  
1. Ekosob Dengan Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Sosial Dalam 
Masyarakat Umum Di Kabupaten Merauke 
 
Hasil penelitian yang penulis lakukan dibeberapa tempat seperti Kantor 
DPRD Kabupaten Merauke, yaitu 10 (sepuluh) orang anggota dewan (disebut 
sebagai sampel key informan), dan 3 (tiga) orang dari Dinas Kebudayaan 
Kabupaten Merauke (disebut sebagai sampel key informan), serta 30 (tiga puluh) 
responden dari berbagai elemen masyarakat dan masyarakat umum dari berbagai 
bidang pekerjaan di Kabupaten Merauke (disebut sebagai populasi).  Senada 
dengan hal tersebut diatas, maka menurut hasil penelitian penulis bahwa bantuan 
hukum sebagai kegiatan pelayananan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat 
miskin dan awam terhadap permasalahan hukum dalam hampir lima belas tahun 
terakhir menunjukkan gejala perkembangan yang amat pesat di Indonesia. 
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Barangkali sudah lebih dari angka dua ratusan lembaga bantuan hukum terlibat 
dalam program pelayanan hukum untuk masyarakat miskin atau awam terhadap 
hukum (pada tahun 1979 berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Program 
Penunjang Bantuan Hukum Indonesia (PPBHI) ada kira-kira 57 lembaga bantuan 
hukum, dewasa ini diperkirakan jumlah organisasi bantuan hukum telah 
membengkak sampai diatas 200 (dua ratus). 
Sejalan dengan kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang 
semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-
konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia mulai banyak 
dilontarkan oleh kalangan hukum dan kalangan ilmuwan sosial.  Pola hubungan 
ketergantungan yang semakin menajam terutama di wilayah pedesaan dalam 
kurun waktu dua puluh (20) tahun terakhir ini, kenyataan adanya 13 juta rumah 
tangga miskin di seluruh Indonesia dan penggunaan hukum sebagai sarana yang 
efektif untuk melestarikan pola ketergantungan tersebut. Semua itu menantang           
pemikir-pemikir bantuan hukum untuk berani mempertanyakan kembali prinsip-
prinsip, relevansi, tingkat rensponsi, bahkan eksistensi dari konsep-konsep 
bantuan hukum yang ada sekarang ini. Hal ini amat penting bila disadari bahwa 
kemiskinan masyarakat bukanlah semata-mata bersifat alamiah, akan tetapi 
kemiskinan itu untuk sebagian besar terjadi oleh karena adanya mekanisme 
struktur sosial yang timpang. Oleh sebab itu maka, ada beberapa faktor pendorong 
kegiatan bantuan hukum, Faktor pertama, meluasnya paham konstitusionalisme, 
yaitu suatu paham yang menghendaki pemurnian kehidupan negara hukum 
sebagai dianut oleh konstitusi yang berlaku. Paham ini lahir sebagai koreksi 
terhadap kehidupan negara di zaman Demokrasi Terpimpin yang dinilai 
menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum menurut UUD 1945. Pada awal 
tahun 1966 saat memuncaknya gerakan untuk menumbangkan rezim Demokrasi 
Terpimpin, paham konstitusionalisme ini memperoleh pengaruh yang sangat luas 
dalam masyarakat. Pendukung-pendukung utama paham konstitusionalisme yang 
terdiri dari kalangan hukum, intelektual, pemuda, pelajar, mahasiswa dan bahkan 
militer, menghendaki pemurnian kembali Ideologi Negara Pancasila dan tegaknya 
hukum sebagai yang dituntut oleh UUD 1945 (apa yang dimaksud dengan 
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pemurnian itu agak terasa kabur). Akan tetapi secara formal dapat disebutkan 
disini bahwa para pendukung paham ini menghendaki : a. pengakuan dan 
perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang 
politik, hukum, ekonomi, sosial, kultural dan pendidikan, b. peradilan yang bebas 
dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun, 
c. legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuknya.  
Perbedaan pendapat dalam hal pembangunan hukum di Indonesia 
mencerminkan adanya konflik kepentingan antara golongan birokrat dan militer 
yang merupakan elite strategis pemegang kendali kekuasaan negara dengan 
golongan menengah seperti: inteletual, advokat, mahasiswa dan pengusaha 
menengah yang merupakan elite non strategis. Faktor Kedua, meningkatnya 
konflik kepentingan antara golongan birokrat dan militer yang merupakan elite 
strategis dengan golongan menengah seperti advokat, wartawan,  intelektual dan 
lain- lain, khususnya yang berkenaan dengan pengaturan alokasi sumberdaya 
politik dan ekonomi. Ilustrasi menarik tentang hal tersebut dapat dilihat dalam 
proses pembentukan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok 
Kekuasaaan Kehakiman. Proses pembentukan Undang Undang ini telah 
menciptakan polarisasi antara kelompok elite - strategis yang dianggap sebagai 
kelompok yang ingin mempertahankan patrimonialisme hukum dengan elite – non 
strategis yang mengklaim dirinya sebagai kelompok yang paling konsisten 
mempertahankan prinsip-prinsip paham konstitusionalisme. Elite strategis dan 
pendukung-pendukungnya ingin membatasi kekuasaan dan wewenang Mahkamah 
Agung selaku badan peradilan tertinggi di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa 
akan lebih baik sekiranya kekuasaan Mahkamah Agung itu dibatasi hanya di 
bidang fungsi yudisial saja. Sedang kekuasaan di bidang organisasi peradilan 
terkecuali Mahkamah Agung sendiri, pembinaan dan pengawasan para hakim 
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diserahkan kepada badan eksekutif. 
Selanjutnya kelompok elite strategis mengusulkan pula agar wewenang hak uji 
Mahkamah Agung dibatasi pada peraturan-peraturan yang tingkatnya di bawah 
Undang Undang, sehingga Mahkamah Agung tak dibenarkan melakukan kontrol 
terhadap kebijaksanaan pada tingkat perundang-undangan nasional. Kondisi 
109 
 
perundang-undangan yang demikian itu mempunyai pengaruh tersendiri terhadap 
perkembangan kegiatan bantuan hukum di Indonesia. Secara umum biasa 
disebutkan di sini, 1. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 
Pasal 35, 36, 37 dan 38 ditegaskan bahwa bantuan hukum itu merupakan suatu 
hak setiap yang tersangkut perkara, akan tetapi hanya mereka yang tergolong kaya 
atau mampu membayar advokat saja yang dapat menikmati hak itu, 2. Sejalan 
dengan apa yang diuraikan di atas bantuan hukum kepada masyarakat miskin 
secara yuridis formal belum merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan 
oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang tergolong kuat atau kaya.  
Sampai saat ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, belum bisa berlaku 
efektif karena berbagai faktor politik yang menghambat penerapan peraturan 
pelaksanaannya. Namun begitu konflik pendapat mengenai pembangunan sistem 
hukum antara elite strategis dengan elite non strategis terus berlangsung. 
Kenyataan ini mempunyai pengaruh secara makro pada perkembangan kegiatan 
bantuan hukum di Indonesia. Bahkan kelompok elite non strategis yang terdiri 
dari kalangan hukum intelektual, mahasiswa menjadikan paham 
konstitusionalisme sebagai titik tolak perjuangan mereka. Faktor ketiga, 
kelompok elite non strategis yang mengklaim dirinya sangat konsisten dalam 
memperjuangkan paham konstitusionalisme melakukan koreksi dan sekaligus 
merupakan reaksi terhadap model pembangunan hukum patrimonial yang 
diikhtiarkan oleh elite strategis. Sebagaimana kita lihat di negara-negara dunia 
ketiga, tak terkecuali Indonesia pembangunan hukum dilakukan untuk tujuan-
tujuan lain sebagai berikut : 1. hukum sebagai sarana legitimasi politik dalam arti 
sebagai sarana yang mengabsahkan tindakan-tindakan untuk memperkuat lembaga 
eksekutif, 2. hukum sebagai sarana untuk memfasilitasi ikhtiar dari pemerintah 
untuk melakukan rekayasa sosial, 3. hukum sebagai sarana untuk memfasilitasi 
proses pembangunan ekonomi yang bercorak kapitalistik. Munculnya organisasi-
organisasi bantuan hukum dapat dipandang sebagai ikhtiar dari golongan 
menengah untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, 
khususnya masyarakat miskin.  
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D. PEMBAHASAN 
Habermas (1992), menajamkan konsep keadilan John Rawls khusus dalam 
perumusan konsep keadilan di dalam posisi netralitas para individu yang 
bersepakat merumuskan konsep keadilan. Keputusan individu tidak diambil secara 
sendiri, melainkan diuji sejak semula melalui diskursus praktis dengan orang lain 
(diuji secara intersubjektif). Atau dengan kata la in ketidakberpihakan dalam 
perumusan konsep keadilan merupakan dari hasil komunikasi intersubjektif. Lebih 
jauh Jurgen Habermas menegaskan di dalam konteks demokrasi deliberatif, 
legitimasi demokrasi tidak hanya ada di dalam parlemen dan pemerintahan, 
melainkan juga ada di dalam masyarakat sipil. Khususnya ketika mewacanakan 
sesuatu yang bisa diuniversalkan dan diterima oleh masyarakat, maka legitimasi 
demokrasi tersebut ada di dalam masyarakat sipil.  
Tidak ada konsep keadilan sosial yang baku, dia harus menyesesuaikan 
dengan perkembangan politik, sosial dan budaya masyarakat yang sedang 
berkembang sekarang ini. Khususnya perkembangan masyarakat menuju 
masyarakat yang lebih beradab yang menghormati HAM, dan prinsip-prinsip 
keadilan sosial yang memang hidup di dalam masyarakat. Bantuan yang dimaksud 
dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, adalah bantuan 
jasa berupa, Pertama. Memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat 
yang membutuhkannya, Kedua. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa 
hukum, untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak dan kewajiban (perdata) 
seseorang di depan Pengadilan, Ketiga. Bertindak sebagai pendamping dan 
pembela, terhadap seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana di 
depan Pengadilan. 
Penaseat hukum (advokat) dalam program bantuan hukum pemberian 
bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hanya dapat 
dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat, 
pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui : 
a) Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara 
perorangan. 
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b) bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh advokat secara 
kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat. Masyarakat 
(terperkara) dalam program bantuan hukum, kriteria dan sifat bantuan 
hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum terhadap masyarakat yang berperkara (pidana 
dan perdata) di depan Pengadilan adalah sebagai berikut :  
1. dana bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, adalah terhadap gologan 
(kriteria) masyarakat tidak mampu yang berperkara di Pengadilan.  
2. dana bantuan hukum tersebut tidak diberikan secara langsung kepada 
masyarakat yang membutuhkannya, melainkan diberikan dalam 
bentuk imbalan jasa kepada advokat yang sudah menyelesaikan 
kasus/perkara dari masyarakat yang bersangkutan.  
Bagaimana dan kemana memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat tidak 
mampu yang menghadapi perkara di Pengadilan, dalam rangka kepentingan dan 
pembelaan hak-hak hukumnya, dapat meminta keterangan (informasi) dari 
instansi- instansi setempat, misalnya :  
a) Pengadilan Negeri/Tinggi. 
b) Kejaksanaan Negeri / Tinggi. 
c) Lembaga Bantuan Hukum.  
 
Cara memperoleh bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum yang 
disediakan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Umum, masyarakat wajib mempersiapkan :  
a) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat.  
b) surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh 
Pengadilan Negeri setempat.  
c) Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh 
Lembaga Bantuan Hukum setempat. 
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Arti secara terminologi dari filsafat adalah suka pada kebijaksanaan atau 
teman kebijaksanaan, yang asal katanya dari bahasa Arab filsafah yang berasal 
dari bahasa Yunani philosophia.  Philos berarti suka atau cinta, dan sophia berarti 
kebijaksanaan. Sedangkan arti secara praktisnya filsafat berarti alam berfikir jadi 
berfilsafat ialah berfikir secara mendalam dan dengan sungguh-sungguh. 
Dalam filsafat, ada cabang filsafat yang membahas mendalam mengenai 
makna, yakni hermeneutika. Pengertian hermeneutika secara etimo logis adalah 
menafsirkan, ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu 
hermeneuein. Jadi, kata bendanya adalah  hermeneia  yang secara  harfiah  artinya 
penafsiran atau interpretasi. Sedangkan dalam batasan umum, hermeneutika 
adalah suatu proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi 
mengerti. 
Hermeneutika mempunyai dasar lingkaran berupa kesatuan titik-titik acuan 
(roh) yang menyebabkan sesuatu menjadi bermakna. Disini, hermeneutik a 
bertugas (meminjam istilah) yang dirumuskan dalam tiga bentuk pemahaman, 
yaitu pemahaman materi yang diperbincangkan  di dalam keadilan hukum, 
pemahaman bahasa keadilan hukum, dan pemahaman  roh keadilan hukum, yaitu 
berupa pemahaman roh zaman dan pandangan semesta dari para pembuat dan 
pelaksana hukum yang saling berinteraksi serta saling menerangi satu sama lain. 
Dengan demikian filsafat hermeneutik, merupakan filsafat yang menelusuri 
tentang suatu makna dengan menggunakan metode penafsiran apa yang ada di 
dalam suatu kata atau teks itu, yaitu menyingkap tabir di dalamnya. Misalnya 
pene lus ura n ma kna kea dila n dala m konteks ke Indonesiaan, apabila 
menggunakan fi lsafat hermeneutik, tentu akan menyingkap baik dari segi 
linguistiknya maupun kontekstualitasnya. Salah satu pemikiran filsafat 
hermeneutik yang sering menjadi rujukan dalam bidang penegakan hukum  
adalah  pemikiran  dari Lieber (2000). Penafsiran hermeneutik  secara 
umum, yaitu menganggap cabang ilmu pengetahuan ini membahas prinsip-
prinsip dan aturan interpretasi dan konstruksi.  Menurutnya  secara etimo logis 
pengertian hermeneutik yang berarti menjalankan interpretasi  ini berbeda 
dengan eksegesis  yang berarti penjelasan. Jadi hermeneutika dibandingkan 
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eksegesis ibarat teori dibandingkan dengan praktik, karena penafsiran pada 
umumnya meliputi segala cabang (ilmu pengetahuan) dimana kita terhubung 
secara cermat dengan makna kata-kata dan mengatur tinda kan sesuai dengan 
sema ngat dan kandungannya yang sebenarnya. 
Prinsip-prinsip interpretasi dalam hermeneutika, sebagai ber ikut : a. Suatu 
kalimat, atau bentuk kata-kata, hanya bisa memiliki satu makna yang benar; b. 
Tidak ada interpretasi yang sehat kecuali dengan adanya ke ya kina n yang baik dan 
akal sehat; c. Dengan demikia n, kata -ka ta harus dipahami sebagaimana yang 
mungkin dimaksudkan oleh penutur; d. Apa yang bersifat khusus dan lebih rendah 
tidak bisa mengalahkan apa yang bersifat umum dan lebih tinggi; e. Perkecualian 
(terhadap huruf e) didasarkan pada apa yang lebih tinggi; f. Apa yang bersifat 
mungkin, sedang, dan lazim, lebih diutamakan daripada apa yang tidak mungkin, 
tidak sedang, dan tidak lazim; g. Kita mengikuti aturan-aturan khusus yang 
diberikan oleh otoritas yang tepat; h. Kita berupaya mendapatkan bantuan dari 
apa yang lebih dekat, sebelum mengarah pada apa yang kurang dekat; i. Interpretasi 
bukan tujuan melainkan merupakan sarana, dengan demikian kondisi-kondisi yang 
lebih tinggi dimungkinka n ke bera daa nnya.  
Selain merinci prinsip-prinsip interpretasi sebagai unsur hermeneutik, prinsip- 
prins ip konstruksi  dalam hermeneutik  sebagai berikut: a. Semua prinsip 
interpretasi, jika memang bisa diterapkan pada konstruksi adalah hal yang sah pula 
bagi yang tersebut; b. Petunjuk utama bagi konstruksi adalah analogi, atau lebih 
tepatnya pe nalara n melalui paralel is me; c. Tujua n dan maksud suatu instrumen, 
hukum, dan seterusnya, bersifat esensial jika memang diketahui secara 
tersendiri  
 
E. KESIMPULAN DAN SARAN  
Kelemahan dalam konteks bantuan hukum kepada masyarakat yang 
berstatus masyarakat miskin masih sangat berpengaruh pada suatu putusan 
perkara, dimana apabila ada seorang penguasa yang dapat mengatur segala 
sesuatunya dari balik layar panggung hukum. Senada dengan hal diatas, maka 
Mahkamah Agung sebagai pengendali para hakimnya sudah seharusnya dapat 
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membela hak dasar-dasar masyarakat miskin. Lembaga Bantuan Hukum pun 
akan dibuat tidak berdaya dengan beberapa prosedur yang sangat ketat dan alot 
sesuai aturan mekanisme pembelaannya. Maka, masyarakat kecil yang lemah 
tidak berdaya dan miskin inipun akan menjadi korban tanpa adanya suatu 
keadilan sosial bagi mereka pada umumnya.  
Mahkamah Agung sebagai pemutus sebuah perkara dalam ranah pidana 
maupun perdata sudah seharusnya mempertimbangkan dari sisi ekonomi, sosial 
dan budaya masyarakat hukumnya, Lembaga Bantuan Hukum dapat membela 
masyarakat hukum dalam konteks masyarakat miskin yang sangat memerlukan 
bantuan hokum pun seyogyanya dapat memberikan sumbangsihnya kepada 
masyarakat miskin tanpa pamrih dan seharusnya menggandeng beberapa 
lembaga yang bergerak dalam bidang hukum untuk bisa saling menunjang hak-
hak dasar masyarakat miskin yang terlupakan maupun yang tertindas.  
Harapan akan adanya penegakan hukum yang lebih tegas, mencerminkan 
rasa keadilan rakyat, perlu segera diwujudkan oleh segenap penegak hukum di 
Indonesia seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Organisasi Pengacara. 
Bukankah wewujudkan hukum yang berkeadilan merupakan  amanat Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan 
merealisasikan Misi Mahkamah Agung yang menetapkan yaitu : Mewujudkan 
rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa 
keadilan masyarakat; Mewujudkan Peradilan yang independen, bebas dari campur 
tangan pihak lain; Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada 
masyarakat; Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan; 
Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati; 
Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak, dan 
transparan. Semoga. 
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